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DKI Godok Jalan Berbayar Elektronik di 25 Ruas Jalan

DINAS Perhubungan (Dishub)
DKI Jakarta bakal menerapkan
jalan berbayar elektronik atau
electronic road pricing (ERP) di
sejumlahruasjalanprotokolIbu
Kota. Besaran tarifnya mulai
dari Rp5.000-19.900 sekali
melintas. Kebijakan ERP ter-
tuang dalam Rancangan Per-
aturan Daerah (Raperda) Pe-
ngendalian Lalu Lintas Secara
Elektronik (PPLE) yang ditetap-
kan Gubernur DKI Jakarta perio-
de2017-2022 Anies Baswedan.
Kebijakan ERP mengatur
pembatasan kendaraan ber-
motor secara elektronik pada
ruas jalan, kawasan, dan waktu
tertentu. Dalam raperda itu di-
cantumkan daftar 25 ruasjalan
yangakan diterapkan ERP. “Pe-
ngendalian lalu lintas secara
elektronik pada kawasan ter-
tentu diberlakukan setiap hari
dimulai pukul 05.00- 22.00
WIB,” tulis Raperda PPLE.
Merujuk draf raperda, di-
sebutkan ERP bakal dilaksa-
nakandiruas-ruasjalanatauka-
wasanyang memenuhikriteria.
Setidaknya ada empat kriteria
untuk sebuah kawasan atau
ruas jalan bisa menerapkan
ERP. Pertama, memiliki tingkat
kepadatan atau perbandingan
volume lalu lintas kendaraan
bermotor dengan kapasitas ja-
lan pada salah satu jalur jalan
sama dengan atau lebih besar

dari0,7padajampuncak/sibuk.
Kedua, memiliki dua jalurjalan
dan setiap jalur memiliki paling
sedikitdualajur. Ketiga,hanya
dapat dilalui kendaraan ber-
motor dengan kecepatan rata-
rata kurang dari 30 km/jam
padajam puncak. Keempat, ter-
sedia jaringan dan pelayanan
angkutan umum dalam trayek
yang sesuai standar pelayanan
minimal dan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.
“Kalauenggaksalahharganyadi
angka  Rp5.000  sampai
Rp19.000. Penetapan tarif itu
disesuaikan panjang ruasjalan
hingga kategori kendaraan
yang melintas,” kata Kepala Di-
nas Perhubungan DKI Jakarta
Syafrin Liputo kemarin.
Kebijakan jalan berbayar
elektronikataumasih dalamta-
hap pembahasan. Meski demi-
kian, pembahasan ERPituakan
selesai 2023. “Penerapan ini
akan dilaksanakan setelah legal
aspeknya selesai. Ditargetkan
tahunini persiapan regulasinya
bisaselesai,” ungkapnya.
Syafrin mengatakan, regu-
lasi yang dimaksud yakni ber-
bentuk peraturan daerah (per-
da). Kini, regulasi itu sudah ma-
suk dalam pembahasan ber-sa-
ma DPRD DKI Jakarta. “Kami
masih fokus pada penuntasan
regulasinya. Nah, untuk regula-
sinya tentu dalam bentuk per-

aturan daerah dan peraturan
daerah ini sudah masuk dalam
program pembentukan per-
aturan daerah oleh DPRD Pro-
vinsiDKIJakartadansudahada
beberapa kali pembahasan,”
katanya.

Namun, Syafrin menyebut,
regulasi tersebut belum dibe-
dahpasalperpasal,barusebatas
pemaparan umum kepada pi-
hakDPRD DKI. “Jadimasih me-
nyampaikan paparan umum
terkait urgensi diperlukannya
regulasiini,” tuturnya.

Dalam Raperda dican-
tumkan daftar 25 ruas jalan
yang akan diterapkan ERP: Ja-
lan Pintu Besar Selatan, Gajah-
mada, Hayam Wuruk, Maja -
pahit, Medan Merdeka Barat,
Moh Husni Thamrin, dan Jen-
deral Sudirman. Berikutnya
Jalan Sisingamaraja, Panglima
Polim, Fatmawati (simpang Ja-
lan Ketimun 1-simpang Jalan
TB Simatupang), Jalan Suryo-
pranoto, dan Jalan Balikpapan.

Selanjutnya tercatat pula
Jalan Kyai Caringin, Tomang
Raya, Jenderal S Parman (sim-
pang Jalan Tomang Raya-sim-
pang Jalan Gatot Subroto), Ga-
tot Subroto, MT Haryono, DI
Panjaitan, serta Jenderal A Yani
(simpang Jalan Bekasi Timur
Raya-simpang Jalan Perintis
Kemerdekaan). Lalu Jalan Pra-
muka, Salemba Raya, Kramat

Raya, Pasar Senen, Gunung Sa-
hari,dan HR Rasuna Said.

Direktorat Lalu Lintas (Dit-
lantas)Polda Metro Jaya men-
dukung wacana jalan berbayar
tersebut. Dukungan itu karena
kebijakan tersebut dianggap
dapat mengurangi kemacetan
lalulintas di Ibu Kota. “Pasti se-
tiap kebijakan kan tujuannya
untuk mengurai kemacetan. Ba -
gaimana agarlalulintas berjalan.
Tapirencanaitumemang dibuat
olehPemprov, kataDirekturlalu
Lintas Polda Metro JayaKombes
PolLatif Usman.

Latif menilai, aturan ERP
bertujuan mengatur volume
kendaraan di Jakarta. Sama
halnya dengan pembatasan
kendaraan sistem ganjil genap
(gage), kata dia, volume ken-
daraan di sejumlah ruasjalan di
Jakartasudahharusdiatur. “Ini
ada beberapa ruas yang me-
mang istilahnya untuk mengu-
rangi kemacetan di jalan ber-
bayaritu,” ucapnya.

Nantinyajikakebijakan terse-
but disahkan, Ditlantas Polda
Metro Jaya akan menjadi salah
satu pihak yang mengimple-
mentasikan aturan tersebut. “Iya
tentu pasti akan terlibat. Inikan
masalah lalu lintas tidak bisa
dipikul sendiri, harus semuanya
bergotong-royong,” ujarnya.
Lierfanmaaruf/
muhammadrefisandi



